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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 268 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 131 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor '131 Tahun 2014 telah
diatur mengenai Pembentukan Dewan Piset Daerah;

b. bahwa sesuai ketp.ntuan dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masa bakti anggota Dewan Riset
Daerah adalah 5 (lima) tahun;

C. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 251 Tahun 2013 telah
ditetapkan tentang Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah untuk masa
bakti 3 (tiga) tahun, sehingga untuk mengakomodir keanggotaan yang
baru terbentuk agar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b serta kepastian hukum dan tertib administrasi maka
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
disempurnakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Dewan Riset Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IImu Pengetahuan dan
Teknologi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan
Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu:<.ota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasiomll;

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset
Nasional;

12. Keputusan Menteri
63/KEP/M.PANl7/2003
Pelayanan Publik;

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
tentang Pedoman Umum Penyalenggaraan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 20 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
.Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 39 Tahun 2012;

16. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri
Dalam Negeri Nemor 3 Tahun 2012 dan Nemer 36 Tahun 2012 tentang
Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

17. Peraturan Daerah NomOI 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomer 14 Tahull 2011 tentang Perencanaan
Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah 2030; ,

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ren<;ana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
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22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Orgar.isasi Perangkat
Daerah;

23. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Dewan Risel Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 131 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
RISET DAERAH.

Pasall

Di antara BAB III dan BAB IV Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2014
tentang Pembentukan Dewan Riset disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu)
Pasal yakni BAB lilA dan Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal25 A

Masa bakti Keanggotaan Dewan Riset Daerah yang telah ditetapkan
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 251 Tahun 2013 tentang
Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah Periode 2013-20'16 menyesuaikan
ketenluan dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur ini selama 5 (lima)
tahun yakni periode 2013-2018.

Pasalll

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERI\H KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72135


